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RINGKASAN 

 

Tidak sedikit anak dalam hal ini menjadi pelopor kejahatan atau dengan kata 

lain memiliki pemikiran kriminal.seringkali banyak ditemukan didalam perbuatan 

pembunuhan ataupun narkotika. Pada dasarnya banyak kemungkinan-

kemungkinan muncul didalam anak yang memiliki pemikiran kriminal, penyebab-

penyebabnya bisa didasarkan keadaan mental yang berbeda, adanya permulaan 

yang sifatnya sebagai pemicu dan adapula didasarkan pada keinginan sendiri. 

Perbuatan pidana yang disamakan antara kenakanal anak biasa dan kenakanalan 

anak khusus(sebagai aktor kriminal) harusnya menjadi penyebab perbuatan 

kriminal yang pelakunya anak semakin hari semakin mengerikan. 

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa:“Dalam menuntut orang yang belum 

cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam 

belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah 

dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, 

atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa 

pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu 

pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 

532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan salah karena 

melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya 

menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”  didalam KUHP baru Pasal 112 Anak 

yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 

(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan 

diversi  didalam Pasal 114 Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa:a. 

pidana pokok; dan  b. pidana tambahan. Serta pada Pasal 115 Pidana pokok 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a terdiri atas: A. pidana peringatan; 

B. pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; 

atau 3. pengawasan. C.pelatihan kerja; D. pembinaan dalam lembaga; dan E. pidana 

penjara. Pada Pasal 116 Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 

huruf b terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; 

atau b. pemenuhan kewajiban adat. 
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Terdapat tiga substansi baru dalam UU SPPA yang berhubungan dengan 

pemidanaan anak, antara lain:  1. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Keadilan 

restoratif, bersama-sama dengan Diversi, merupakan upaya penyelesaian di luar 

jalur peradilan yang pertama harus dilakukan oleh penegak hukum, keluarga, dan 

masyarakat daklam penyelesaian perkara anak. Penerapan keadilan restoratif 

diarahkan untuk memulihkan anak dari dampak yang buruk atas peradilan dan 

penempatan dalam lembaga pemasyarakatan. Penyelesaiannya dilakukan dengan 

melibatkan korban dan partisipasi masyarakat serta keluarga anak 2. Diversi 

Pengaturan mengenai diversi dimaksudkan sebagai upaya menghindari 

penyelesaian perkara melalui jalur formil atau berdasarkan putusan hakim. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari atau menjauhkan ABH dari stigmatisasi, sehingga 

diharapkan anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara 

wajar. Sehingga peran serta seluruh pihak dalam rangka perwujudan hal tersebut 

amat diperlukan 3. Ancaman Pidana Minimum Khusus dan Denda dalam 

Pemidanaan Dihapuskan Dengan berlakunya UU SPPA, ketentuan mengenai 

ancaman pidana minimum khusus bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana 

tidak lagi berlaku.  Sebelum adanya pengaturan ini, tidak ada mekanisme dan 

pengaturan yang jelas terkait bagaimana pemidanaan terhadap anak yan terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana yang memuat ancaman pidana minimum khusus. 

Aktor kriminal anak dalam Bahasa hukum disebut sebagai Anak yang berhadapan 

dengan hukum atau disingkat menjadi ABH. Dalam hal sebagai aktor kriminal 

berupa prilaku kriminal yang telah dijalankan sebagai pelaku kejahatan terkhusus 

pada anak. Pemberian pidana pada dasarnya telah di jatuhkan oleh hakim dengan 

putusannya yang biasanya didasarkan pada Undang-undang Sistem Pradilan Pidana 

Anak dan juga KUHP sebagai landasan perbuatan jahat pada umumnya dilakukan. 

Perbuatan kriminal tersebut terbagi menjadi dua tipe yaitu kejahatan dengan 

menghilangkan nyawa/jiwa seseorang atau luka berat dan kejahatan yang 

korbannya banyak. Perbuatan kriminal tipe pertama diartikan sebagai perbuatan 

pembunuhan atau tindakan yang membuat orang lain mengalami luka berat, dan 

tipe kedua adalah jenis perbuatan kriminal narkotika. Perbuatan yang diluar batas 

keseharusan bisa di kategorikan yaitu: Perampokan (curat),  Penganiayaan berat 

(yang menyebabkan luka cacat permanen atau cacat seumur hidup), pembunuhan, 

pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme; Dalam menentukan penjatuhan 

pidana itu setimpal atau tidaknya maka hal ini tidak terlepas dari pada pandangan 

keadilan. Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda- beda. Keadilan 

itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, Dalam hal penjatuhan 

pidana bagi aktor kriminal anak wajib di perhatikan dua hal yaitu penjatuhan yang 

berkeadilan dan setimpal, penjatuhan ini haruslah didasarkan pada perbuatan 

pelaku, dampak terjadinya kejahatan kepada korban. Dengan hal ini pertimbangan 

pemidanaan akan mudah terlihat dari aspek keadilannya. Hukuman yang setimpal 

bisa berorientasi kepada sudut pandang korban dan harus sejalan dengan 

pemidanaan di Indonesia. Yang artinya bisa saja pemberian pidana di vonis secara 

maksimal dengan konsep tetap di kurang sepertiga dengan dilihat dari sudut 
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pandang sebagai berikut: 1. Dilihat dari sudut pandang apakah anak sebagai aktror 

kriminal melakukan kejahatan dimulai dari pemikiran jahat (criminal thinking) 2. 

Dilihat dari kejahatan tersebut bila mana anak yang melakukannya apakah bisa di 

kategotrikan sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh anak. 3. Dilihat dari 

sudut pandang keadaan yang memberatkan bisa dilihat dari konsep pencurian 

dengan keadaan yang memberatkan. 

Terkait dengan  sanksi  bagi  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum yang 

berupa sanksi pidana, terdiri  atas  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Untuk  

pidana  pokok,  ada  5 (lima) macam sebagaimana    yang ditetapkan dalam  Pasal 

71 ayat (1),  yaitu:pidana  peringatan;  pidana  dengan  syarat; pembinaan  di  luar  

lembaga; pelayanan  masyarakat;  atau  pengawasan;  pelatihan  kerja; pembinaan  

dalam lembaga; penjara. Pada hakikatnya, politik hukum adalah kebijakan 

penyelenggaraan negara tentang apa yangdijadikan kriteria untuk menghukum 

sesuatu. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan pembentukan 

hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. Berkaitan dengan formulasi 

kebijkan hukum pidana dalam pemberian pidana pada anak sebagai aktor kriminal 

dalam kejahatan pada masa sekarang menjadi problematika tersendiri. Berdasarkan 

keadilan bagi korban yang berupaya mendapatkan putusan yang setimpal bagi aktor 

kriminal anak terhalang oleh aturan itu sendiri serta asas asas yang berlaku dalam 

sistem peradilan pidana anak yang salah satunya adalah kepentingan terbaik untuk 

anak, serta adanya batasan usia pada anak sebagai pelaku criminal Menurut Peneliti 

model pemidanaan anak yang ideal ke depan ada 2 (dua) golongan  yang dapat di 

kembangkan dari UU yaitu: golongan pertama  1.Restorative Justice dengan 

Diversi dengan mengakomodir penyelesaian adat,  2. pidana dengan, Rehabilitasi 

yang berbasis spiritual. Golongan ke dua berupa pidana dengan model pemberatan. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : aktor kriminal anak ; formulasi pemberian pidana 

Tidak sedikit anak dalam hal ini menjadi pelopor kejahatan atau dengan kata lain 

memiliki pemikiran kriminal.terlibat dalam kejahatan pembunuhan,narkotika dan 

lain sebagainya. Tindakan tindakan anak yang memiliki pemikiran kriminal ini 

harusnya menjadi suatu pembeda dengan kenakalan anak atau juvenile delinquency.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu 

metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan- 

bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

Adapun hasil penelitian in,  memberikan sebuah gambaran tentang pemberian 

putusan terhadap aktor kriminal anak apakah telah mendapatkan hukum yang 

setimpal dengan perbuatannya serta formulasi dalam penjatuhan pidana bagi aktor 

kriminal anak yang melakukan tindak pidana seperti perampokan,penganiayaan 

berat,pembunuhan,pemerkosaan.pengedar narkotika dan terorisme  dengan 

menggunakan 2 golongan pemidanaan yaitu golongan pertama restorative 

justice/diversi dan rehabilitasi yang berbasis spiritual serta golongan ke dua adalah 

pidana dengan bentuk pemberatan 
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ABSTRACT 

 

Keywords: child criminal actors; formulation of punishment 

Not a few children in this case become pioneers of crime or in other words have 

criminal thinking. They are involved in crimes of murder, narcotics and so on. The 

actions of children who have criminal thoughts should be a distinction from child 

delinquency or juvenile delinquency. 

The research method used is the normative legal research method, namely the 

method used by collecting and analyzing legal materials related to the problem 

being studied. In this research, a statutory approach is used, 

The results of this research provide an overview of the decision given to child 

criminal actors whether they have received the law commensurate with their 

actions as well as the formulation of criminal sentences for child criminal actors 

who commit criminal acts such as robbery, serious assault, murder, rape, narcotics 

trafficking and terrorism. by using 2 categories of punishment, namely the first 

group, restorative justice/diversion and spiritual-based rehabilitation, and the 

second group is punishment in the form of aggravation 
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